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Abstrak

Upaya untuk mendukung terwujudnya kekuaspan kehakiman yang merdeka sehagm amanat konstitusi
dalam  perkembangannya  fefah  diadakan beberapa kali perubahan  erhadap  Undang-Undang
Eckuazaan Kehakiman, perubaban ferakhic adalah UL Noo 48 Tahun 2009 fenlang Kekiosan
Kchakiman. Namun perabahan terschut, apabila dikaji sccara mendalam masih menyisihkan beherapa
permisalehan yung sangat mendasar. Pertama adalah terkat dengan fumgsi pencegakan bukum dalam
konteks erfmingd juspice sisfem, Konsep ini menghendaki babwa dafam proses penegakan hukum
hirus terpadu dalam suaty sistem peradilan, namun pada kenyataanya dalam prosces peradilan pidana,
Polisi dan faksa berads delam lingkup kekuasaan voang berbeda peradilan, schingga dalam posisi
demikian  dapat dipestikan adamya intervensi dolam proses. penegakan hukum yvang semestinya
merdeka dan bebas dari pengaruh apapun, Permaszalahan kedun adalab, mengenai pengawasan secars
eksternal tethudap julmnya funesi bebwrsoom kehakiman, vang secarn formal dilakuben oleh Komisi
Yudisial maupun penguwasan yvang dikehendaki oleh DPR (schagaimana dalem RUL Mahkamah
Apung). Model pengawazan vang dijalankan oleh KY maupun vang dikehendaki olel DPE sangat
berpengaruh serins terhadap pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman bahkan menambah rumitmya
peloksaman fungss kebusssan kehokimon ttu sendirg, sehingpa pelaksanasn kekuasaan kehoiman
dianggap fidak mampu menjamin adinya kepastian hokum dan keadilan bag pencart keadilan, Tulisan
it dibatas: pada kajian terhadap dua permasalahan teesebut dolam rangka mempertegas komitmen kita
untuk membangun peavelenggaraan peradilan yvang sehaf dan mandind agar dapat memberikan akses
keadilon kepads semmn orong don peradilan vang sehot banye akan terwupud dolam satu hubungon
timbal balik sntars lingkungan peradilan dan lingkungan mesyanskat.

Katn Kunei; Kekusaan Kehakiman, Penegakan Hukum

Abstrace
Efforts fo support the creadon of an independent Judiclary ay @ constifutional mandate in it
development hos held several chunges 1o the Judicial Authority Law, the last change I the Aot
Nomber 48 of 2008 on Judicial Authority. Bur these changer, when sidied (e depeh (s solll ser astde
some very fimdamental issues. The fest i relafed 1o the function of faw enforcement in the conferd of
the eriminal fustice svitem. TS concept requires that the law enforcement process should be
integrated into g sustem of fustice, bt dn fact the process of crimingd fustice, police and prosecutors
are in a different scope of fudicial power, so that the position can thus e ensured in the fstervention
process shionld be independent of Tiw enforcement and feee from any infloence. The second problem
ix, of externally monitoring the functioning of the judicial power, widch formally mede by the Sudicial
Cinmmisyion and the dexired conivol By Parlinment fas in the oraf? of the Supreme Cowrd). Supervision
modely vun by Sudicie! Commission nor desived by the Howse very yerious effecr on the performance
ef e femodlons e the flicial aathorities even add complexity tmplemeniation of pedicnsd power

* Tutizan ini pemsh disampatkan dalam Konfrenst Negam Hukom 2002, Hetel Bidakara, Jokartn %-10 Okiober
212,
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function iiself. so that the fmplemeniotion of fudivial power considercd ot able fo guarantee Tegal
cepfainty and fustice for litigants. This paper &5 limited 1o the study of these two isswes in order
retforce oue comemiment fo ild o sound admisivation of pestice and independent in order o
provide accexy to justice for all people and a healthy fustice will only be realized in a reciprocal
relatfonship bepween the envivosmment and the ervivomental jasice commuiity,

Kevwards: The Judiciary, Law Enfarcenent

A, Pendahuluan

Perubshsn ketiza Pasal 24 UUD 1945 yune menpatur mengena kekossaan kehukiman
merupakan salah samu poin peating dari beherapa permasalahan vang menjadi angenda reformasi pasca
runtubmya kekuaspan Orde Baru tahun 1998, Twjusn perubaban UL 1945 ndalah dalom rangkn
penyempurnaan aturan dasar ketwtancgarnan, kedaulatan rakyat, perlindungan terhadap hak asasi
mianusiy, pembagian kekunsaan, eksistensi pegarn demokrasi dan negars hukum, serta hal-hal lain
vang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

=Secira eksplisit disebutken dofam Pazal 24 avat (1) ULTD £945 bahwa “kekoasaan kehakamamn
merupakan keksasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mencgakkan hukum
dan keadilan”. Ketentuan ini sejalan dengan cia-citn universal dalom Basic Principles On
Tndependence of The Judiciary, vang dinjukan oleh Majelis Unmum PBB {Resolus; 40032 opggal 29
Mopember 1985 dan resolust 400146 tanmzeal 13 Desember 1985), Jupa bise dilihal pads Begiing
Stazement (F Principles OF The fndependence The Law Asic Regton OF The Judiciary di Manila
tanggal 28 Agusius 197, dimana didalamnys ditegaskan bahwa

|, Kehakiman merupakan institusi nilai yeng tertinggi pade sctiop masyaraknt;

Kemerdekaan  hakim  mempersyaratican  babwa  hukum  memuatuskan  sebual  perkar
sepenuhnys atas dasar pemahaman undang-undang dan terbebas dari pengaruh dan manapun,
baik langsung maupun Ldak langsung, hakim memilike vorsdiks: atas segala isu yang
memerlukan keadilan, (Muchsing 2004).

D1 Indonesia kekuospan kebakimon didaksanakan oleh Mabkomah Apung dan Bedan Peradilan
yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan TUN, peradilan
militer, dan oleh sebuah Mahkarmah Konstitust, Denmkian kelentuan yang terdapat Jalam Pasal 24 aval
(23 UL 1045,

Upaya umtuk mendukung terwupmdnya kekuasaan kehakiman yang merdekn sebagai amanat
konstitusi dalam perkembangannya telah diadakan beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang
Kikuisaan Kehakimam UL Mo 14 tabiun F70 fentung pokok-pokok kekuasan Kehakoman don UL Mo,
35 Tahun 1999 tentang perubahan U No. 14 tahun 1970, kemudian diubhah dengan UL No. 4 Tahun
2004 tentang Kekunsaan Kehakiman, Dafam perkembangannya UL Nix, 4 Tahun 2004 tersebut dinbah
menjaidi UL Mo, 48 Tahun 2009 rentang Kekuasan Kehakiman,

Berbagni alnsan tenty mendasiard adanya perubahan techadap UU Kekuasaan Kehakiman
tersebut. Misalnya chsistensi LU No. 4 tahun 2004 adalah dolam rangka pelaksanaan prinsip satu atap
(ot roef sywtenn) terhadap lembaga permdilan baik iy terkait dengan kelembagaan maupun teknis
administrasi don finensial peradilan sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) UL No. 4 Tabun 2004
Demikian juga alasan vang mengharskan adanyva perubahan atas UL Mo, 4 Tahun 204 menjadi LU
Mo, 4% Tahun 20048 tentang Kekussan Kehakiman ndalsh kavena UU No, 4 Tahun 2004 belum
miengatur secarn komprehensil lentang penvelengearaan kekuazaan kehakiman dan perubahan tersebul
untuk memperkust penvelengearasn kekuasaan kehakiman dan mewuojodkan sistem peradilan vang
terpadu (imfeerated justive owdem), (Ahmad Zaenal Fanani: 2009), Di samping itu juen untuk
memenehi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor B05PUL2006 vang salah sstu amamya telah
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membitalkan Pazal 34 UL Moo 4 Tahun 2004, Putusan ME tersebut juga tefah membatalkan Keteniun
vang terkait dengan pengawasan hakim dalam UL No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial,

Terkait dengan kekuasaan kehakiman, Yomdise paling akhic melalud Dak snisiaf DPR uniuk
mengajukan BUL tentang Mahkamah Apeng, dalam rengka perubahen techadap UL Mo, 3 Tahun
2009 tentang Mahkamah Agung, Perubahan UU ini untuk  menunjukan komitmen  terhadap
peloksanant  Kekussoon  kehakimin vang mandin, Salah swtu o alosan perubahan werhadap UL
Mahkamah Agung i adalah menyambui  pemisaban  kamar-kamar pada Mahkamah Apgung.
Sebupmimuni cdiketohu babwa sant wu terdapit oo kamir berdasarkon spesilisasy keahlivn poim
Hakim Agung vamu, perdati, pidana, this usaha negar, tats negarn, sgoma, milier dan kamar pajak
Demibian juga maksud RULD im untuk penyempumaan proses pengajuan banding, kasasi dan
peninjauan kembali dengan batasan waktu tertentu dengan harapan memjamin adanyn kepastian hulam
b pencan kesdilan, (Romli Atmesasmmita; 20023,

Berbapai peruhahan terschutl di atas, apabila dikapi secars mendalam masith menvisihbkan
beberapa permasalaben vang sangat mendasar. Pertama odalabh terkait dengan fungsi penegakan
hukum, walaupun secara formal dan teontis dalam konteks penegakan hukum pidana misalnyva dikenal
dentan konsep crimingd mestice systenn, Bonsep il menghendakl bahwa dalam proses: penegakan
hukum hares terpadu dalam suatu sistem peradilan, namun pada kenyataanya dalam proses peradilan
pidona misalnya, Polisi don Jaksa berada delom lingkup kekupsaan eksekutif, sementarn pengadilan
berada datum lingkup kekuasaan vodikatif, sehingga dalam posisi demikian dapat dipastikan adanya
imtervenst dilum proses penegakan hukum vang semestinys merdeka dun bebas dan pengaruh apapun.

Permasalahan kedon adalah, mengenal pengawasan sccara cksternnl terhadap jalannya fungsi
kekuisann kebakiman, vang secarn formal dilakukan oleh Kotz Yudisial (KY) maupun pengawasan
yang dikchendaki oleh DPR (sebaguimana dajam RULU Maohkomah Apung). Model pengowasen vang
dijafankan oleh KY maupun vang dikebendaki oich DPR sangat berpengarub senus - teriadap
pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman bahkan menambah rumitya pelaksanaan fungsi kekuasaan
kehakimon stu sendiri, sehingen pelaksanaan kehoman dianggap ndak mampu menpamin adanva
kepastian hukum dan keadilan bagi pencan keadilan.

Permasalaban tersebut di atas hanye sebagian keeil dan permasalshan-permasalaban lain vang
terkair dengan pefalksanaan kekuasaan kehakimian yang 1entu tidak akan dikaji dalam tlisan ini secara
keselurvhan, Tulisan im dibeiias pada kagian lerbadap dus permasalihan leesebul dalam rangka
memperteges komitmen kite untuk membangun penyelenpgaman peradilan vang sehat dan mandin
aignr dopal memberikon okses keadilan kepada semud orang dan peradilan vang sehal hanyva akin
terwujud dalam satu hubungan timbal bahik antara limgkungon peradilan dan lingkungan masyarakat,
Pengadilion bukan sekedar institusi kenegarsn (state festitsional) etapi harus dilibat pula sebagai
institusaonal Ceocdee! Tnseituiion ),

B. Konsep Kekuasaan Kehakiman

Pemahiman terhadap  keboasaan  kehakimon  vang  merdeka nidak tedepas dan prinsip
pemisnhan kekussaan yvang dikermukakan oleh John Locke dan Montesquen.  John Lock dalam
bukunya Two Treatises an Civil Government yang terbit pada tahun 1690, membagi kekuasaan negara
atas, kekuasaan membentuk undang-undang  (legistatif), kekunsasn melakukon  ondang-undang
(eksekutif), dan kekuasaan federatil, Kekuasaan eksekutil menurut John Lock meliputi kekuasaan
melaksanakan atan mempertahankan undang-undang, termasuk mengadill. Kekuasaan federatit adalsh
kekuasaan vang meliputi semiun kekuasaan vang tidak termasuk dalam kekoasaan eksekutil dan
legislanf, yung meliputi habungan luar negert. (Moh Kusnardi dun Harmaily fbrahim ; 1998),

Sementars, Monleusquieu, dslnm bukunya L "Esprid dex Loweis atas penganth pemikinan Jolin
Lock, mengemukakan konsep pemisahan kekuasaan negara dalam tiga kckuassan, pertama, (o
puiszance fegisfative, yang membentuk undang-undang; kedua, /o puwvsamce evecutive, yang
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mzlaksanakan undang-undang, dam vang ketiga, la puissanc de juper, ving menjelankan kekuasaan
kehakiman. {Uirechy; 1993,

Theberge ( 1979, dengan mengimivodusir aeapan dart Mouniesquen, mengungkapkan balrwa,
pemisaban fungst eksekutif dan fegislatif bertujuan untuk memberfakukan hukum bag semun orang,
dan fungsi kemerdekaan peradilan untuk menjaga supaya hukum dan hanva hukum vang berlaku,
Apahile peradhlan digabung dengon legslanf, kehidupsn dan kebebasan okan berada dalom suabu
kendall yang difakukan secara sewenang-wenang, Bila pengadilan digsbung dengan ekscluiif, halom
daput berpriluku kejom dun menimds.

Meskipun dalam perkembangan selanjuinya ajaran pemisahan Kekuasaan mendapat berbagni
modifikssn melahn berbaga ajuran, seperti ajaren pembagian kebunsaun (distribustion of powers) vang
menckankan pada pembagian fungsi dan bukan pada organ, dan ajaran cheks and bolamees vang
menckenkun  pady  penting  sdanva hubungan  saling mengendalikan  antare berbagail cobang:
penyelengoara negara, tetapi asas kekonsann kehakiman tetap dipertnhankan. Bahkan pads negara-
megars Yang menganil sistem padementer, diman ferdapat Qust antara fungsi cksekutifl dan legislatif,
kekuasaan kehakiman tetap berdin sendini terpisah darl kekunsaan eksekutif dan legislatif { Bagir
Manan; 1958,

Kekuasaan kehakiman wvang merdeka merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum
dengan baik. Dengan adamva kekussasn kehokiman yang merdekn. setinp omng aknn mendapat
jaminan bahwa pemenntah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan hanya
berdasurkun hukum yung berkusss duleh kekussuan kehakiman vang merdeka itu bebas memutus
suatu perkam yang dibutuhkan penvelesaianyn pada lembagn peradilan. Keterkaimn  kekuasaan
kehakiman vang merdeka dengan penyvelenggaraan pemennfaban telah menumbulkin fengs kontrol
kekuazapan kehakiman (rechiefiife controd) terhadap penyelengparn pemerintahan. Fungsi kontrol ini
berupa kewenangan kekuasaan Kehakiman yang meedeia untuk meeniiai keabsahan secara hukum
tindakan atau penyelenggaraan pemerintah (Bagir Manan, [hid).

Tuguan utama dan pelaksanann kekuasaan kehokiman vang mandir adalah untuk menjamin
dan malindungi kekuasaan individual; dan mencegah penyelenggara pemerintah bertindak semena-
meni dan menindas. Hel yung sanpat penting dan kekussaan kehakiman yang merdeks adolah unok
menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral {(imparrialfiny). Apabila kebebasan tidak dimiliki
pleh kekussaan kehakiman, dapal bersikap tilak netral, lerulama apabila legadi sengketa anlar
penguasa dengun rukyat.

. Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman
1.  Problem mendasar dalam Pencgakan Hukum

Malam konieks fungsi penegakan hukum, Amandemen ULID 19435 tetap memposisikan secar
terpisih antara  instibes penegak hukum Kepolision dan Kejuksaan dengan lembaga Peradifan dalam
lingkup kekuasaan vang berbeda i bawah Mahkamah Apgung, Polisi dan Kejaksaan tetap dalam
lingkup kekuasann eksekutif sementar lembagn peradilan dalam lingkup kekuasaan vodikonf, Hal i
tentu berimplikasi pada sistem pencgakan hukum dalam mngka menjalankan fung= kelkuasaan
kehakiman,

Sevogianya sistem peradifan terpade mensyaratkan, instansi penegak hukum saling kontrol
don semuanya independen dengan tugns atamanya mepalankan fungsi kekuasaan vedikatilf, KUHAP
menunjukkan kormng adanya saling kontrol antars penegak hukum, schingga sulit untuk mengatakan
ada sistemn peradilan pidana terpadu (imlegreied crimimal fisilce sysienr). Sebenarnva sistem hukum
acarn pidana Indonesia yang bertumpa pada sistem hukum Erops Kontmental, hakim odak  ssps
melakukon perbuafan mengedili tetops juga petbuatan penuniutan {doden vion verrodeine), misalove
perpanjangan penahanan, izin pengecfedahan, penuntutan hari sidang dan lain-lain yang merupakan
kontral kepada penyidik don penuntut umom,
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Demmkian jugn, Iaksapun melakakan kontrol negatil (pegatieve comtrole van het OMD 1erhadap
hakim, kasrepa dalam tuntutannya i memumtut pidana, sesudah menguraikan hal-hal  yang
memberathan den meringankan ferdakowa, Tidak semua negam vang jeksa memanta pidana tereniu
Joih hakim horus memperhatikan tuntatan tersebut jika tidak, jaksa akan naik banding (A, Hameah:
J(H013}.

Poda mass Orde Lama, walaupun Kejaksaan dan Pengadilan tidak mandinn kKoreno berada
dibawah deperiemen kehakiman, namun dajam pelaksanaon fungs: yudikatii bersifat independen
kirema Juksa Avung poads Maihkamah Apunge bukan angeoti kabinet, sehmpgn dapal menabon menten
kehakiman yang secara administran§ adaslah atasannya, Pengalaman empiris menunjukan bahwa baik
hakim muupun jaksa sungpuh-sungpuh mdependen pada wakio e Misalnya Juksa Aguny Suprapto
menangkap menreri kehakiman yang secare administratif adalah atasannya. Trulah bukti betapa
independennya Jakss Apung pade waktu i, Kondist semacem in menunjukan babwa boleh sugu tidak
mandiri asal independen dalam menjalankan tugasnya (Andi Hamea; 20031,

Perkembangan selanjuinya sesudah tabun 19359 (ahon 1961 resminyn) kejaksean “mandin™
mempunyai badan sendiri terlepas dart Departemen Kehakiman namun independensinys hilang,
karena Jokza Agung bukan lag “lak=n Agung pada Mabkamoh Apung” tetagn menten alau anggota
kahinet {pembantu presiden) bukan, Dengan sendinnya dalam menjalankan negas pencgakan hukwm
tidak terlepas dari intervensi kekumspan politik yeng pada akhimyn tidak independen dalam
melakzanakan fungsi peoggoken bukum,

Tika juksa tidak mdependen dalem penuntuton, maks hakim pun menjadt tidak independen,
karena putusannya tergantung pada apa yang didakwakan jeksa. Sehaliknya jikn kejaksaan independen
akan menunjang putusan bakim vang independen pula, karena hakim tidak dopal mencar perkar
sendiri, sangnt tergantung pacda aps yvang didabwakan jaksn, Hokim tidak boleh memutus lain dan
wing didakowakon jaksa. Jadi, nka dakowaan jaksa penuntol umum Bon dari perbuatan yang sunggueh-
sunggul dilakukan, maka hakim akan memums pula lain dan perbastan vang sungguh-sungguh
dilnkukan, Kondisr seperti imlah menungukan balwa kebebasan hakim dalam memutus sda batas-
hatasnya baik secara teknis vuridis maupun secara praktis.

Putusan hakin di delam perkars pidana dibatas: pula oleh apa yvang didakwakan jaksa
penuntut umum, sama halnya dengan perkara perdata dibatasi oleh apa vang digugat. Hakim tidak
boleh memutus di heer yang didakwakan jaksa, Tdealnya balah perbustan yanyg sungguh-sengguh
terjadi yung didakwaken dan it pula vang dibuktikan, Memang benur dominey litis adalah jaksa (yang
miewiakill negara), Jaksa Boleh memuntut =it fein (perboatan b saja waloupun terdakwa melokukan lebih
dari sufu feiten {perbustun), tetapl yang salu iy sungguh-sungguh terjadi dan sungguh-sungguh
dibuktikan dengan alal bukti yang cokup ditwimbah dengan kevakinan hakim. Kebebhasan menumniud
juksa ditakuksn pula oleh jaksa di Amerika Serikat dengan prakiek pléa bargoining, artinya jika
terdukwn mengakui kesulahannva jaksa dapat mengurung delik vang akan didakwakun (A Humeah,
ihief). Cleh karena ttu kebebasan atau kemerdekaan hakim untuk memutus perkara pidana tergantung
pula pada bebas sty merdeka tidaknya penunml umum,

Dalam konteks mnilah, yika terdapat susto kasus pidana, terutama kasus-kasus yang menyita
perhatian publik akhir-akhir ind, seperti kasus pencurian bunh kakao, kases sandal jepit dan kasus-
kusus fain, terfepas dari benar tidoknyn seomng hakim yvong memutus kasus tersebut, hors
dikonstruksikan baliwa putusan tersebul bukan semata-mata adalah kesalahan lakim, namun puiusan
terschut hendaknya dipahami berdasarkan pada tuntutan Jaksn, schingga kesalahan it tidak semata-
matd adalaly kesalahan hakim, korena hakim teniu memitus berdasarkan luntulan jaksa penuniul
L,

Salah satu upayn untuk memperbaiki akses keadilan bag pelaku tindak pidana ringan vang
umumnya melibatkan masyarakat atan orang-orang lemah, dan tidak mampa, Mahkamah Agung tclah
mengeluarkan PERMA No. 20 Tohun 2012 tentang Penyvesunion batas tindak pidana ringan dan
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jurmiah dends dalem KUHP. PERMA ini mengatur kenaikan nilai vang denda atou nilai Kerugian
dengan harapan penanganan bindak pidana ringan, seperti pencuran ringan, penggelapan ringan,
penipuan ringan dan sepenisova tidak perly diabhan dan vdak perla diagukan spaye ukom kasasi, dan
pemeriksaannya dilakukan dengan acara cepat, dengan suaty harapan penangan terhadap tindak prdana
seperti ing dapas ditangani secara proporsional dan dapat menjanghau raza keadilan masayarakat,

Marmun upayva untuk memperbinnks okses Keadilon bag mosvarakal yang kimang mompu pada
pengadiian berdasarkan kewenangan MA hanya dopat diferapkan di ingkangan peradilan, Perma im
biduk maumpu secird hukum mengeikat pihak penagak hukum lnim dalam sistem: peradilon pidona, Jakss
maupun Polisi vang bersda pada lingkop kekuasaan eksekutif Kondisi inilah menjadi toik lemash atao
tidek berjalmnnva fungst kebunsasn kehakimin secoura integral dalam penegakon bukum kits.

1.  Problematika Pengawasan Terhadap Pelaksansan Kekuasaan Kehakiman

Aspeck pengawasan terhadup lermbaga perndilan sehagm pelaksana kekiasan kehakiman adalsh
hal vong amat sensitl don menjadi pestarungan ketegangan antars prnsip independenss perudilan
dengan prinsip akuntabilitas. Prinsip independensi peradilan berfungsi untuk memastikan peradilan
terbebas dan tekonon berbagal pshak dengan care apa pun don memadi prasyarat sekaligus jaminon
terhadap jalannya peradilan yang adil.

Pasal 3 ayvast (2 UU MNomor 48 Tahuno 2008 tentang Kekuasann Eehakimon menegaskan
bBohwo segals campur tangan dalom wresan peradilon oleh pibak lain di Jisr kekuasaan kebakiman
dilurang. kecual dalom hil-hal sebagmimins dimaksod dalem Undang-Undang Dusar Negara Republik
Indonesie Tahun 19435, Meski demikian, prinsip independensi tidak menempatkan pengadilun dan
hakim daliin posisi kebal hukom, melainkan ditempatkan dalim konteks akuntabilitas.™ Hakim terikat
pada tanggung jawab kepada hukum, negare. scrin masvarokat, dan jiko ia diduga melakukan
pelanggaran perilaku, moka terhadapnya beriaku ketentan disipiin,

Pengawasan terhadap lembaga peradilan di Indonesia dilakukan oleh MA, schagaimana
disebulkan datwy Pasal 39 aval (1) saompan dengan ayval (3) UU 48 Tahun 20080 wentang Kekuasaon
Kehakiman, MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap: (a) penvelenggaraan peradifan pada
semiua badan peradilen yang beradn di bawsh MA; (b) pelaksanaan tugss adminmstres: dan kevangan:
dan (c) mengawasi internal tingkah laku hakim. Sejalan dengan prinsip independensi, pengawasan
yang dilakukan MA lecebut Gdak Boleh mengurang kebebasan hakim dalam memenksa dan
memutus perkara { Pasal 39 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2004),

Menjadi permazalahan adalah Eetka pengawoasan terhadap kekuasanon kehakimin yang
dilakukan secara eksternal bk oleh Komest Yudisial (KY) maupun yang hendak dilakukan oleh DPR
apakith tidak dapal menghabat atou menegangeu’ jalinmyn peran peradilan dalam mengalankan fungs
kekuasaan kehakiman. Tugas pengawasan vang dilakukan ofeh kedun lembaga ind ientu sangat baik
nunun apabila, pengewssin yong dilakukan tersebul melampin bates kewenungan maka  daput
berpotensi menggangy kemandirian pelaksanasn kekuasazn kehakiman,

a, Pengawasan oleh Komisi Yuodisial

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (K'Y} menspakan sustu hal yang luar biasa
dibutuhkan untuk menjowab keresahan dan harapan masyaraksl agar dunin peradilan di Indonesin
bebas dan praktik-prakik komap, Harapan tersebul tentu sangat mulia, tetapd dalaom konteks strukiue
ketatanegaraan Indonesia harapan itu diterjemahkan secarn kurang tepal. Perlamo, jikalou sanksi
pemberhentian terhadap Bakim dimaknai sama dengan proses impeachment hakim federal di AS. hal

" Prinsip akuniablicas dapat membawa kebaikan bagi masyarakat don lembaga peradilan, nomum jika digonakan

secira sembromdy, prinsip i dopat meluksl prinsip o independenst (Mifuchol Hido, “Jaicied dceomntebilin, =
et arwewe i Frakchu Nssda. comu 2000011 wdicial-liability. himl )
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itu tidak bizsa diteraphan. Karena, menurul Perubahan Ketiga UL P945 Pasal TAL henya Presiden don
Walkil Presiden saja vang bisa diberhentikan dalam masa jabatannya olch MPR atas usulan DPR. Hal
ini herbeda denpan Konstitusi AS yvang mengatur babwa hakim federasd jugas termasuk pejabat publik
wange bisa di-frpreach.

Kedua, konsep impeachment terhadap hakim adalah saiah satu terjemahan dari konsep
perizihan kekuasaan {veparation of powers) di mans anturcabang kekunsasn terdapat sebuah proses
pengawasan dan peayeimbangan {check wmd Polances) Kalaupun dissumsikan KY  diberikan
kewenpnean uniuk melakukon penesawisin dalom kerangka oheck and balances, maks pemikinn
tersebut jugs mengandong masalah, karena togas tersehut hanva bisa dijalankan oleh badan Legislanir
dun Eksekuotif terhoduop Yudiketif. Jikalou KY adalah organ pendukong MA tentu tidak tepat jika dis
menjalankan check and balances terhadap MA schagai organ uwtamanya, sedangkan di sisi lain KY
juga tidak diposisikun secura jelus sebagan organ pendukung pemerintah atnupun PR

Permasalahan ini bersumber dan keberadaan KY pasca Amandemen ketiga UUTD 1945 vang
menempatkan KY dalam posisi yang sejajar dengan lembagon tnggi negears Bunnya, sehmeea dalam
prakicknyva KY menjelma menjadi cabang kekuasaan keempat dalam struktur ketatanegaraan kita
padabal KY adalah sebuah Komiss vang sama posizinva densan Koz Pemberintasan Korups:
{KPE )

Posisi semacem inilah memcn hubungan vanpg fidek harmonis atara KY dengan MA dalam
hol melakukan tuges pepgawasan, KY disoggap menggunskan  kewenangannya  diluar  batas
kewenangan yang diberikon, Padshal kewenangan KY adalah menjags dan menepgskkan kehormatan,
keluhuran martabat serta perilaku hakim. (Psal 248 UUTY 1945 dan Pasal 13 UL No. 22 Tahun 2004).

Jadi dapat dipahain balwa objek vang menjodi kewénangan pengawasan adalab, perilaku
hakim dengen tujuan untuk menegakkan martabat hakim. Perilaku hakim tentu diterjmahkan scsuatu
wing ferkool dengan kelidupan sebari-hinri hakim, miai-mla efika dan moral vang melekat pada
sporang hakim. Schingga aspek pengawasan infpun harus dibarcngi dengan pola pembinaan dan
pendidikan.

Dengan demokian KY Gidak boleh memakza untuk masuk pada walayah pengawasan ierhadap
putusan bakim secara teknis vudisiel, jka kewenangan pengawssan pada teknis yodisial
dipaksakan maka KY melampui batas kewenangan sehagaimana ditentukan undang-undang. Bahkan
kewenangan semacam in dapal membabas atay meghambal kemandirtan hakim g harus bersifa
bebas dan merdeka dulam memutus suato perkur.

b, Pengawasan olch DPFR

Kememan untuk melakukan pengawasan lechindap peliksansan kekuonsaan kehakimin juga
dinginkan oleh DPR, hal ini terfihat ketika adn wacana dari beberapa angpota DPR untuk membentuk
Pamitia Kera (Pama) evaluasi terhadap putusan pengadilan (Hanfin Tumpa: 2012), Upaya vang paling
kongkrit dilakukan DPR uniuk melakukan pengawaszan terhadap Mahkamah Agung adalah melalo
usulon perubihan terhadap UL Mabkamah Agzung. Rancangan Undang-undang (UL Mahkamih
Agung vang merupakan hak misiatif DPR R yang diajukan, apabila dikaji RUL Mahkamah Agung
yang diusulkan DPR tersebul, terdaput beberapa pasal substanl yang sangal herpotensi uniuk
melukuken intervenst terhadap kekuasaan kehakiman,

Bahwa DPE sebagoi wakil rakyal pada dasarnya memiliki fungsi penpgawasan, yaitu
pengawasan  terhodap lembagn ekselwtif.  Dalom  artisn, kalaopun DPR ingin - miclaksanakan
pengawasan terhadap lembaga pecadilan (vudikatify, moka sejalan dengan prinsip independenst dan
akuntabilitas di atas, maks pengownsan yang dilskukan DPR terhodap Jembuaga peradilan adalsh
pengawazsan hanya terhadap fungs: non yvudisial {seperti adminiztmas kepegnwnian, kevangn, dst).

Pasal 94 ayat (1} dan (2} RUL menyebutkan bahwa:
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“DPE RI melakukan pengawasan terhadap pelaksansan undang-undang dan  pengawasan
terhadap  penyimpangan-penyimpangan  lerhadap undang-undang vang  dilakukan olch
Mablkamah Agung,”

Konsep pengawasan schapmmana dimaksud dalam Pasal 94 adalah kensep vang menyvalahi
hakikat pengawasan dalam konteks menjalankan fungsi check and balances syaten, Konsep tersebut
telah menventuh aspek funes: yudisial kaerena member kewenangan bagt DPE untuk mengawasi
apakeh suatu puivsan Mahkameh Agung telah melanggar undang-undang atau ndak. Konsep i telah
mengancam mdependenst peradilan dengon membuka peluang yvang sungal besar terjadinyi intervens
ipartai) palitk terhadap Mahkamah Apgung dalam mengatur perkara "

Kemudian Pusul 97 UL MA meneyebutkan bahwa:
"MA dalam tingkat kasasi didarang: {a} membuat pusan vang melanggar Undang-Undang:
(b) membust putusan yung menimbulkan keonaran dan kerusakan serta mengakibatkun
kerusuhan dan hure bara; {c) dilarmng membuat putusan yang tdak mungkin dilaksanakan
konrens bertentangan dengan realitas O lengah-tenzah masyvarakat, adot istiadst dan kebiasaan
yang mwrm temurun sehingga akan mengakibatkan pertikaian dan keribwan; {d) dilarang
mengubah Keputusan Bersama Ketun Mahkamah Agung dan Ketus Komis Ywdisal secara
sepihak, dan/atan Keputusan Bersama tentang Kode Enk dan Pedoman Perilaku Hakim secara
sepihok.”

Selain mencampur adukan antars dua hal yang subtansinya berbeda, yaitu putmsan kasasi,
sehupmimang kalimat awal dolam pasal tersebut dintas dengan Sumt Keputusan Bersami, pasal mi
mensimtkan balwa DPR berwenang untuk mengatur isi potusan (kasasi) MA dan putusan tersebut
hirus sesual dengan kebendak mayvonizs. Meski pasal (ersebul memang ndak secara langsung
mengatur bahwa MA harus menuruti kehendak mayoritas, namun jika dikontekstualkan dengan
prakiik. bagaimana pard bakim agung dapal memprediks) apnkah putusan vang akan dibuainyn akan
menimbulkan keonaran, kemisuhan atan huru-hara atau tidak? Padahal, tugas memastikan hahwa jika
seseorang dinyvatakan tidak bersalah tdak akon teqadi kerusubhan akibat masyvarakal menolak putisan
tersehut ‘bukanlah tugas pengadilan, melainkan tugas pemerintah untuk menjaga keamanan dan
ketertiban.

Perlu digarishawahi bahwa, hakim atas nama pengadilan berperan penting dalam menerapkan
chan menegakkan privcip-prinsip hukum yang terkadang tidak selalu merupakan pulusan vang populer
atau sejalan dengan dukungun pihak-prhak tertentu atun bahksn masyarakst oouome Dalam kondisi
pengadilan harus  mengatahkan  kepentingan mavoritas  dalam  kasus-kasuz  amdividuaal  prinsip
independenst sangat penting uniuk diterapkan. Karenanys, apa yang distur dasflam Pasal 97 im tidek
hanya melanggar independenst peradifan, namun jugs menganglang prinsip negora  berdasarkan
hukum, vaite dengan menempatkan supremasi politik diatas supremasi hukum dan menempatkan
supremist hukum dibawah kehenduk mayortas (Dhan Rosita, 2012),

D, Kesimpulan

Perin  disadari  bahwa, sistem wang fidak schat dopat  diteadi buksn  semats-mata
mwencerminkan suasana  intermal peradilan yoange tidak sehat, akan tetaps dapat pula terjadi karena,
peradilan yang tidsk sehal merupakin cerminen bahkan skibal sistemn kelembagaan penegakan hukum
kita secara keseluruhan dalam lingkup strukiur ketatanegaraan, dan kehidupan sosial yang tidak seha
Apabila kondisi ini yang tenadi, moks peradilan vang tidak schat bisa jndi merupakan bayung-hayang
gelap alau penumbar dasi tdak sebatnya kehidupan ketetanegaraan dan kehidupan sosiol kit secara
keseluruhon. Jika kondisi yang demikian ini terjads maka, fungsi pelaksanaan kekuasaan kehakiman
dalom konteks pelaksnnman check amd bafoces svatenn tidak akan efekiif antara sesama lembaga tinges

" Lembags Kajian dan Advokasi uniuk Independensi Peradilan, Jakarta, 23 Apeil 202
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negara tidak dapat berfungsi, namun hal ini tidak menjadi alasan sebagai toleransi apalagi pembenarin
terhadap mendung atau suasana kelabu praktik peradilan saat i,

Secamm koopkrit dapat disimpulkan balws putusan hakem dalam suato perkarm pidana
misalnyva, dibatas: oleh asas legafitas batk hukum substantf mawpun hukum scara dan apa vang
didakwakan Jaksa. Schingga apa yang diputuskan hakim tidak terlepas dan apa vang didakowakan oleh
Jakza, Komdizi semocam imlal menyebabkon hakom tdok mandis daliom menjatuhkean puldsanme.

bizi yang dapai difakukan dalam mengsniisipasi kondisi semacam m adsish denpan
milukukin upays singkronisasi utan kesepahamon antur lembaga penegak hukum dilam suatu proses
penegakan hukum, Sehab undang-undang menempatkan fungsi penegakan hukoem vang terpisah antara
penyidikun, penuntutan dan pengsdilan berbeida dalam lingkunpen kekuasaon vang berbeda puls.

Dalam kontcks pengawasan perlu untuk dibatasi kewenangan pengawasan vang dilakukan
terhadap kekuasaon kehukiman baik vang dilakukom oleh KY muopun yung dilakukan oleh PR
Batasan pengawasan oleh KY misalnyn hanva sebatas kode etik dan penlaku hakim, sementara
pengawasam vang dilakukan oleh DPR hanva sebatas penpawasan sdminigtrasi peradifan. Pengawasan
vang difakukan baik oleh KY maupun DPR tidak boleh masok pada wilayah teknis yudisial. Apahila
lingkup pengowasan masuk pada wilavah tekns vedisial, mako Kemandirsan bakimpun tergaggu, vang
pada akhimya berimplikasi pada menurunnya funsi kontrol atau terganggunya mekanisme clecd and
hafamces system yudikatif terhadap kekuasaan eksekutif maupun legislatif.
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